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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
xii 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء   an        a   i a a   a a   n i   i    a n a  an a  i   i 
 an a a a  n   i a ia       a   i   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا 
Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an  ā‟ 
 
Ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
a a  ā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah  an ā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Ma  ūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi        a  a    n a i a             hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al- a ā a  (الله) 
Ka a “A  a ”  an   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
 
ABSTRAK
Nama : Tutut Mawardiani
Nim : 10300114051
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap
Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara :
184/Pdt.G/2017/PA Mrs)
Disyariatkannya perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah
tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan memiliki
tujuan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup untuk
melanjutkan generasi-generasi kehidupan. Oleh karena tujuan perkawinan yang
begitu mulia tersebut maka diaturlah hak dan kewajiban antara masing-masing
suami dan istri agar dambaan rumah tangga yang didasari dengan cinta dan kasih
sayang dapat terwujud.
Akan tetapi ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang
dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran sering menghiasi kehidupan
rumah tangga yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Dalam perkara
cerai gugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Kelas
1B, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memberikan penghukuman kepada
tergugat untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat sebesar
Rp. 25.000,000,00- (dua puluh lima juta rupiah). ketentuan pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu
kewajiban bagi bekas istri.
Dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam digariskan bahwa
bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut’ah
yang layak kepada bekas istri. Kemudian dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum
Islam ditegaskan pula bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan
syarat perceraian itu atas kehendak suami.
Dengan pertimbangan aturan tersebut yang mengatakan bahwa mut’ah
diberikan hanya bila suami yang mengajukan cerai, berdasar pada salah satu
alasan bahwa jika istri yang mengajukan cerai dianggap nuzyus sehingga tidak
berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga hal-hal tersebutlah yang
menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisis kembali putusan
hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B dalam memberikan pembebanan
nafkah mut’ah kepada tergugat yang akan disusun berdasarkan penelitian
lapangan dalam skripsi ini.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan sebuah awal untuk pria dan wanita membentuk 
rumah tangga sebagai pasangan suami dan istri, sebagaimanya pada pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan adalah 
proses sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri 
dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan 
perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga  untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri 
tersebut agar dambaan rumah tangga yang  didasari dengan cinta dan kasih sayang 
akan  terwujud.   
Akan tetapi ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang 
dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran seringkali menghiasi 
kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. 
Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan 
perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan 
                                                           
1 Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 
1. 
2 
 
wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri.
2
 Perceraian dalam istilah fiqh 
disebut dengan talaq atau furqah. Talak adalah membuka ikatan membatalkan 
perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul.
3
 
Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah 
satu suami istri.  
Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya 
perkawinan dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan 
akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan  putusnya perkawinan sebagai 
langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada 
beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk 
putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:  
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah 
satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir 
hubungan perkawinan tersebut.  
2.  Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan 
dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut 
dengan talak. 
3.  Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang 
mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak 
berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang 
disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan 
                                                           
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia  (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 
2006), h. 189. 
3 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan  (Yogyakarta: 
Liberty, 1982), h. 103. 
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dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan talak untuk  memutuskan 
perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan 
khulu’.  
4.  Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 
melihat adanya sesuatu pada suami dan  istri yang menandakan tidak 
dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. 
Salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi orang yang beragama 
Islam pada tingkat pertama yaitu bertujuan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan.
4
 Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hal-hal 
yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku 
menurut syariah antara lain karena talak. 
 Perceraian adalah putusnya suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan 
keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai 
dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.
5
 Sesuai dengan pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian 
harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai 
suami istri. 
                                                           
4 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2008), h. 343. 
5 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : PT. 
Pradnya Paramita, 2008), h.51. 
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Secara konseptual, terdapat dua macam  perceraian yaitu cerai talak dan 
cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami 
yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.
6
 
Sedangkan cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian 
yang diajukan oleh pihak istri.
7
 Sesuai dengan ketentuan pasal 144 Kompilasi 
Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau 
gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat 
dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama, setelah 
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak.  
Salah satu perkara yang akan peneliti analisa dan menjadi bukti penelitian 
skripsi ini adalah Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Maros saat peneliti 
menjalankan Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) dalam rangka meningkatkan 
kapasitas keilmuan dan untuk memenuhi syarat pengajuan skripsi di jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Bermula dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara 
penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh suami yang memiliki sikap 
emosional  sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak 
harmonis lagi. Ditambah lagi sikap tergugat yang sering mabuk-mabukan dan 
mengonsumsi  obat-obatan terlarang, dan sering bermain perempuan lain yang 
                                                           
6 Mahkamah Agung  Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 147. 
7 Ulin Na’mah, Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di 
Lingkungan Masyarakat Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 36. 
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menyebabkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa 
dipertahankan lagi, sehingga  menyebabkan pihak penggugat pulang ke rumah 
orangtuanya dan membawa sang anak. Sedangkan pihak tergugat  yang 
merupakan salah satu anggota Polisi Negera Republik Indonesia di Sulawesi 
Selatan yang saat ini menjalankan tugasnya di daerah tidak dapat bertemu dengan 
penggugat, selanjutnya penggugat mengajukan gugatan perceraian  di Pengadilan 
Agama Maros. 
Pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri tersebut telah 
diatur pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena 
cerai talak maka bekas suami wajib : 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 
uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al-dukhul; 
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama 
dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi ba’in atau nusyuz dan 
dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 
apabila qobla al-dhukul; 
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun. 
8
 
Namun dalam perkara ini bahwa pemberian nafkah tersebut diberikan dari 
bekas suami kepada bekas istri apabila dalam perceraian tersebut berasal dari 
suami atau cerai talak. Sedangkan dalam perkara ini pihak penggugat  yang 
                                                           
8 Pasal 149 KompilasI  Hukum  Islam (Jakarta : Permata Press, 2003), h. 45. 
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mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maros, sehingga dalam proses 
penyelesaian perkara tersebut peneliti berupaya menganalisa bagaimana dasar 
putusan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menerima, memeriksa, 
menyelesaikan, dan memutuskan perkara tersebut.  
Sehingga peneliti akan berupaya meneliti dan menganalisa putusan 
tersebut karena dalam persidangan pihak penggugat telah mencabut salah satu 
gugatan pemberian nafkah hadhanah kepada tergugat, dan hakim Pengadilan 
Agama Maros memberikan putusan secara verstek beserta hukuman kepada 
tergugat untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat dalam hal ini istri 
yang mengajukan gugat cerai. Atas dasar tersebut maka peneliti mengajukan 
skripsi yang berjudul : 
 “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap 
Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi  Perkara Nomor : 
184/Pdt.G/2017/PA Mrs)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti 
akan memberikan batasan dan cangkupan penelitian baik dari segi rentang waktu 
maupun jangkauan wilayah obyek penelitian yang terkait dengan judul                      
“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan 
Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA 
Mrs)”. 
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Dalam Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 April 2017 
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dimana dalam gugatan 
yang diajukan oleh penggugat tersebut, dan setelah pemeriksaan perkara 
berlangsung. penggugat mengubah petitum gugatannya dengan mencabut gugatan 
perihal nafkah anak. Dan setelah proses pemeriksaan selesai dengan menunjukan 
beberapa alat bukti dan juga keterangan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Maros mengadili dan menjatuhkan putusan yaitu menghukum tergugat dengan 
pembebanan nafkah mut’ah kepada bekas istri. Berdasarkan hal tersebut maka 
peneliti hendak menganalisa dan mengkaji dasar hukum serta pertimbangan  
hakim terhadap Putusan  Nomor : 184/Pdt.G/2017/Mrs berkaitan dengan 
pembebanan nafkah mut’ah yang dijatuhkan kepada tergugat yang apabila 
merujuk kembali kepada gugatan yang diajukan, penggugat tidak mengajukan 
pemberian nafkah mut’ah kepada dirinya, melainkan mencabut posita dalam 
gugatannya mengenai pemberian nafkah anak. 
Namun dalam Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2017/Mrs perkawinan putus 
karena istri yang mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Maros. Sehingga ruang lingkup dari penelitian ini, akan 
memberikan batasan-batasan dan cangkupan penelitian sesuai dengan Putusan 
Nomor 184/Pdt.G/2017/Mrs yang akan membahas mengenai dasar pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan memberikan pembebanan nafkah 
mut’ah kepada tergugat. 
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2. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka peneliti akan mendeskripsikan pengertian beberapa kata atau 
kalimat yang dianggap penting: 
1) Analisis 
Analisis adalah sebuah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa 
guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan 
laboratorium, kata analisis atau analisa dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan 
di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat.
9
 Namun, dalam penelitian 
ini kata analisa atau analisis akan mengacu kepada suatu kajian yang dilaksanakan 
untuk meneliti suatu putusan hakim dalam menangani kasus cerai gugat yang 
diajukan di Pengadilan Agama Maros terkait dengan pembebanan mut’ah pihak 
tergugat kepada penggugat. 
2) Pembebanan Nafkah Mut’ah 
Pembebanan nafkah mut’ah ialah suatu pemberian nafkah yang diberikan 
oleh bekas suami kepada bekas istri apabila perceraian yang terjadi akibat talak 
atau pihak suami yang mengajukan perceraian kepada istri. Akibat putusnya 
perkawinan karena cerai talak, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan 
kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan 
sesuatu kewajiban bagi bekas suami kepada mantan istri. 
                                                           
9 “Analisis”, Wikipedia The Free Encyclopedia.http//:en.wikipedia.org/wiki/Analisis (16 
Juli 2018). 
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Berkaitan dengan pembebanan nafkah mut’ah yang merupakan suatu 
nafkah tau “belanja” yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang diberikan seorang 
suami kepada istri, anak, atau kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi 
mereka. Keperluan pokok tersebut seperti, makanan, pakaian, dan tempat 
tinggal.
10
 dalam hal ini yang dimaksud nafkah yang diberikan suami kepada istri 
pada cerai talak diantaranya : 
a) Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada 
mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan 
perceraian mereka.
11
 
b) Nafkah hadhanah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh 
ayah terhadap anaknya untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik 
pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan 
berdasarkan kemampuan. 
c) Nafkah mut’ah adalah pemberian dari suami terhadap istri yang telah 
diceraikan. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan 
pihak istri yang telah dicerai.
12
 
d) Nafkah madya adalah dalam bahasa arab madyah mempunyai arti 
lampau atau terdahulu
13
. Yang dimaksud dengan nafkah madya disini 
yaitu nafkah terhutang. 
 
                                                           
10 Departemen Agama  Republik Indonesia,  Ilmu Fiqh Jilid II  (Jakarta : Ditjen Binbaga 
Islam, 1985), h. 184. 
11 Depdikbud,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667. 
12 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta,  2001), h. 227. 
13 Adib Bisri, Munawwir al-Fatah, Kamus Al-Bisri (Jakarta : Pustaka Progresif, 1999) h. 
179. 
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3) Cerai Gugat 
Cerai gugat adalah salah satu bentuk perceraian atas kehendak istri, 
kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan istri dengan cara atau prosedur 
tertentu dan diterima oleh suami yang akan dilanjutkan ucapan suami untuk 
memutus perkawinan itu.  
4) Pengadilan Agama Maros 
Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri 
Agama Nomor 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958. Dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu 
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan eknomi syariah. 
Disamping tugas dan pokok tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki 
fungsi, antara laim sebagai berikut : 
1) Fungsi mengadili (judicial power) 
2) Fungsi pembinaan 
3) Fungsi pengawasan 
4) Fungsi nasehat 
5) Fungsi administratif 
6) Fungsi lainnya 
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C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang diajukan 
dalam skripsi yang akan menjadi kajian fokus dalam penelitian skripsi ini ialah : 
1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros 
dalam memutuskan pembebanan nafkah mut’ah perkara cerai gugat 
Nomor 184/Pdt.G/2017/PA Mrs? 
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Maros 
tentang pembebanan nafkah mut’ah akibat cerai gugat? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, 
peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap 
masalah yang akan menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi 
tepat yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Beberapa skripsi, tesis ataupun penelitian-penelitian lainnya akan peneliti 
sertakan sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, kajian 
terdahulu ini akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan 
baik, diantaranya : 
1. An Nisa Primasari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
dengan  judul Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas 
Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak (studi 
analisis perkara No.1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj) dimana dalam skripsinya 
membahas mengenai dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk 
memutuskan perkara nomor : 1839/Pdt.G/2015/Ngj dan dasar hukum 
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hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami 
pada cerai talak perkara nomor : 1839/Pdt.G/2015/Ngj ditinjau dari pasal 
178 ayat (3) HIR dan keadilan. 
2. Kunti Faizah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dengan judul Studi Deksriptif Tentang Faktor-
Faktor yang Memengaruhi Cerai Gugat di Surakarta. Yang membahas 
mengenai alasan-alasan yang mendorong seorang istri melakukan 
gugatan cerai terhadap suaminya. 
3. Siti Zulaekah dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Pelaksanaan 
Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak, yang dalam 
penelitiannya membahas mengenai daar pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Semarang dalam memerintahkan pemberian nafkah mantan istri 
akibat cerai talak. Dan pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama 
Semarang tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Yang 
kemudian menjadi bahan pertimbangan dan rujukan peneliti dalam 
menyusun penelitian ini. 
Dari beberapa skripsi, tesis atau penelitian-penelitian terdahulu yang 
peneliti jadikan sebagai pembanding yang relevan serta berkaitan dengan obyek 
penelitian ini, terdapat perbedaan yang cukup siginifikan yang membedakan 
dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada analisis dan 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros terhadap putusan yang 
menghukum tergugat untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat, 
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dimana dalam perkara ini yang memiliki inisaitif untuk mengajukan perceraian 
berasal dari pihak istri, sehingga untuk menjatuhkan hukuman kepada sang suami 
untuk memberikan nafkah mut’ah dinilai menjadi sebuah perbedaan dalam kasus 
cerai gugat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan menitikberatkan 
penelitian ini, dengan menganalis pertimbangan hukum dan alasan-alasan Majelis 
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapai, serta bagaimana 
pelaksanaan terhadap putusan tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Cerai Gugat dan Faktor Terjadinya Cerai Gugat 
1. Pengertian Analisis Putusan 
Analisis adalah sebuah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna 
meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan 
laboratorium, kata analisis atau analisa dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di 
laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat.
1
 Namun, dalam penelitian ini 
kata analisa atau analisis akan mengacu kepada suatu kajian yang dilaksanakan untuk 
meneliti suatu putusan hakim dalam menangani perkara cerai gugat yang diajukan di 
pengadilan Agama Maros terkait dengan pembebanan nafkah mut’ah pihak tergugat 
kepada penggugat. 
Dalam gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros 
Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs tersebut, penggugat telah mengajukan gugatan 
perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian setelah berjalannya persidangan, 
penggugat mencabut posita terkait dengan nafkah hadhanah yang terdapat pada 
gugatan sebelumnya. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim memeriksa, menimbang dan 
memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada tergugat dengan pembebanan 
nafkah mut’ah kepada mantan istri.  
                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II ; 
Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002), h. 20. 
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Jika melihat asas dalam hukum perdata, dimana hakim bersikap pasif atau 
menunggu, maka hakim tidak diperkenankan untuk memutus perkara melebihi apa 
yang dituntut dalam petitum.  Hal tersebut dikenal dengan istilah ultra petita, dimana 
seorang hakim dianggap melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak 
sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap 
melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak 
membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan 
peradilan karena berwenang atau melampaui batas wewenang. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji dan menganalisa dasar 
dan pertimbangan hakim dalam mutuskan perkara tersebut, sehingga dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dan ilmu pengetahuan bagi para akademisi atau praktisi di 
bidang hukum itu sendiri serta bagi masyarakat luas. 
2. Cerai Gugat  
a. Pengertian Cerai Gugat 
Ada dua bentuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu perkara 
permohonan (voluntair) dan perkara gugatan (kontensius). Perkara voluntair ialah 
perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga 
tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontensius ialah perkara gugatan/permohonan 
yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak 
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meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka 
termasuk perkara kontensius. 
2
 
Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami 
dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum 
Islam. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 
ayat 1 diterangkan bahwa pengertian cerai talak yaitu : 
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 
penyaksian ikrar talak.
3
 Sedangkan cerai gugat adalah perceraian suami istri yang 
inisiatif perceraiannya berasal dari istri. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1), diterangkan bahwa :  
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat 
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 
 Dalam perkara cerai gugat ini, maka istri tidak mempunyai hak untuk 
menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk 
bercerai dan hakim yang akan  memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada 
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
                                                           
2 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama ( Cet.1 ; Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 1996), h. 41. 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
Pasal 66 Ayat 1. 
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telah menetapkan  secara permanen bahwa dalam  perkara cerai gugat yang bertindak 
dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri”. Pada pihak lain, “suami” di 
tempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah 
mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui 
upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.
4
 
b. Prosedur Administrasi Cerai Gugat 
Dalam cerai gugat, istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri 
sebagai penggugat. Kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 
suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka 
gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 
mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri 
harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatannya dan harus pula 
dilengkapi dengan persyaratan berikut : 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2. Surat keterangan untuk cerai dari Kepala Desa/Lurah. 
3. Kutipan Akta Nikah. 
4. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. 
                                                           
4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
Undang No.7 Tahun 1989), (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), h. 252. 
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5. Surat Izin cerai dari atasan atau kesatuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia 
(POLRI). 
Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian 
tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat gugatan perceraian 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam  pemeriksaan tersebut, hakim 
harus memanggil suami sebagai tergugat dan juga istri sebagai penggugat untuk 
meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak dan hakim harus berupaya 
mendamaikan mereka pada setiap persidangan.
5
 
Adapun prosedur administrasi cerai gugat adalah sebagai berikut : 
1. Cerai Gugat diajukan kepada Pengadilan Agama 
Cerai gugat dilakukan oleh seorang istri yang perkawinannya dilaksanakan 
sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian gugatan perceraian diajukan kepada 
Pengadilan Agama (Pasal 40 ayat 1 jo. Pasal 63 ayat ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Gugatan tersebut diajukan kepada 
Pengadilan Agama setempat, yaitu wilayah tempat tinggal istri. Surat gugatan 
yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama harus dilengkapi 
dengan perlengkapan-perlengkapan administrasi dan surat-surat. Termasuk 
                                                           
5 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
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diantaranya mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan 
dari kelurahan atau Kepala Desa masing-masing.
6
 
2. Pemanggilan Pihak-Pihak 
a. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian baik 
suami maupun istri atau kuasa hukum mereka dipanggil untuk menghadiri 
sidang tersebut. Hakim menanyakan kepada semua pihak-pihak yang 
berkaitan atau kepada wakilnya tentang segala sesuatu yang dianggap perlu 
untuk dapat menjatuhkan suatu putusan yang tepat.
7
 
b. Penggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti. 
c. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang 
bersangkutan tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, panggilan 
disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa. 
d. Panggilan disampaikan secara sah dan patut dan sudah diterima oleh yang 
bersangkutan atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
sidang. 
e. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah 
Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman 
pihak yang dipanggil. 
 
                                                           
6 Raihan A. Rasyid,  Hukum Acara Pengadilan Agama (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 67. 
7 Wijono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung : Sumur Bandung, 
1982), h. 90. 
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3. Pemeriksaan 
a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-
lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan didaftarkan di 
Kepaniteraan. 
b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga dalam 
memeriksa saksi-saksi.
8
 
4. Pembuktian 
Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan 
peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan 
hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.
9
 Tentang alasan cerai 
gugat hakim harus membuktikan posita yang dijadikan alasan tersebut harus 
dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun lisan ataupun melalui saksi-saksi yang 
dihadirkan. 
5. Putusan  
Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan 
bahwa : 
a. Istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai. 
b. Alasan-alasan tersebut telah terbukti. 
                                                           
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, 
Pasal 80.  
 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta : Liberty, 1998), h. 130. 
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c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama 
memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu putusan. Putusan 
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Dalam suatu gugatan perceraian apabila ternyata penyebab perceraian itu 
timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan 
diputuskan dengan talak ba’in. Dan apabila penyebab perceraian itu timbul 
dari istri maka perkawinan diputuskan dengan khulu’, sehingga istri 
diwajibkan membayar tebusan khulu’ yang besarnya dipertimbangkan oleh 
hakim secara adil dan bijaksana. Terhadap putusan hakim para pihak dapat 
mengajukan banding. 
Bentuk penyelesaian perkara dalam pengadilan dibedakan menjadi putusan 
atau Vonnis, dan penetapan atau Beschikking. Suatu putusan diambil untuk memutus 
suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil 
berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan yuridiksi 
voluntair. 
Hal yang terpenting dalam sebuah gugatan adalah petitum yang diminta atau 
dituntut agar diputuskan oleh hakim untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. 
Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan 
atau menolak gugatan tersebut, dalam amar putusan tersebut dimuat suatu pernyataan 
hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan 
yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. 
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Begitu pentingnya arti putusan akhir untuk menyelesaikan suatu perkara pada 
tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan 
tinggi dan Mahkamah Agung. Sehingga berdasarkan sifat amar (diktumnya) putusan 
akhir dapat dibedakan menjadi : 
1. Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang 
dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh mengadili menghukum 
tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, menghukum 
tergugat untuk  menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada 
penggugat, menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi 
sengketa, mengukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi 
sengketa dan lain sebagainya. 
2. Putusan Declaratoir yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan 
sebagai keadaan sah menurut hukum. Seperti menyatakan bahwa penggugat 
sebagai pemilik atas tanah sengketa, menyatakan bahwa penggugat adalah 
ahli waris dari almarhum. 
3. Putusan Konstitutif yaitu putusan yang amarnya menyiptakan suatu keadaan 
baru. Sebagai contoh menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan 
tergugat putus karena perceraian, atau menyatakan bahwa pemohon sebagai 
orang yang jatuh pailit.
10
  
 
                                                           
10 Muhammad Taufik Makarano, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, h. 130. 
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6. Biaya perkara 
Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat. Berbeda dengan 
hukum acara perdata pada umumnya, yang menetapkan bahwa biaya perkara 
dibebankan kepada pihak yang kalah. Karena dalam perceraian tidak ada pihak yang 
menang atau kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari 
keadilan. 
3. Faktor Terjadinya Cerai Gugat 
Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 April 
2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros penggugat 
mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah di Kecamatan Maros 
Baru, Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 7 November 2007 
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/66/XI/2007 tanggal 19 
November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai 
suami istri selama ± 8 tahun 8 bulan dengan bertempat kediaman di rumah 
orangtua penggugat di Jalan Kenanga, Kelurahan Baju Badoa, Kecamatan 
Maros Baru, Kabupaten Maros selama ± 6 tahun, kemudian pindah dan 
bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Pondok Griya Mandiri, 
Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama ± 3 (tiga) 
tahun 8 bulan. Dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Siti Amira 
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Afifah utama binti Wira Hadi Utama, umur 8 tahun, dan Siti Aliya Dwi Putri 
Utama binti Wira Hadi Utama, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam 
pemeliharaan Penggugat. 
3. Bahwa selama ±1 tahun 6 bulan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam 
keadaan rukun harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 rumah tangga 
penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang disebabkan oleh : 
- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan banyak wanita lain bahkan 
tergugat telah memiliki anak dari wanita lain tanpa hubungan yang sah. 
- Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi narkobat hingga tidak 
mampu memberikan nafkah secara layak terhadap penggugat. 
- Tergugat sering marah-marah, suka berkata kasar seperti “perempuan 
tidak tahu diri, perempuan  tidak berguna, anjing kau dan sundala kau” 
bahkan mengusir dan mengucapkan kata cerai terhadap penggugat 
walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil. 
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat 
sebab tergugat sering keluar malam meninggalkan penggugat di rumah 
dengan alasan pekerjaan, sehingga membuat penggugat dan anak-
anaknya merasa cemas dan was-was. 
- Bahwa pada bulan Juli 2016 setelah terjadi pertengkaran, penggugat 
pergi meninggalkan tergugat sebab tergugat sering mengusir penggugat, 
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dan antara penggugat maupun tergugat tidak saling memerdulikan serta 
tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 
(satu) tahun 9 bulan. 
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga penggugat 
maupun tergugat telah mengupayakan damai agar penggugat bersabar 
dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama pergugat, namun 
tidak berhasil. 
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut masih sangat 
membutuhkan biaya hidup sampai keduanya mandiri, yang menurut 
perkiraan penggugat kedua anak tersebut membutuhkan biaya hidup, 
biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya lain-lainnya sebesar 
Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah) per bulan. 
Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas, penggugat memohon kepada Ketua 
Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; 
1. Mengabulkan gugatan penggugat. 
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, WU bin AK kepada Penggugat, ENR 
bin A 
3. Menghukum tergugat membayar biaya nafkah terhadap anak-anaknya 
sebesar Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. 
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan 
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Kecamatan Biringkayana, Kota Makassar, setelah putusan berkuatan 
hukum tetap. 
5. Menentapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. 
Subsider : 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.
11
 
Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, dan setelah 
pemeriksaan perkara berlangsung. Penggugat merubah posita dan petitum gugatannya 
dengan mencabut gugatan perihal nafkah anak. Dan setelah proses pemeriksaan 
selesai dengan menunjukan beberapa alat bukti dan juga keterangan saksi, Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Maros mengadili dan menjatuhkan putusan yaitu 
menghukum Tergugat dengan pembebanan nafkah mut’ah kepada bekas istri. 
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti hendak menganalisa dan mengkaji dasar 
hukum serta pertimbangan  Hakim terhadap Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2017/Mrs 
berkaitan dengan pembebanan nafkah mut’ah yang dijatuhkan kepada tergugat yang 
apabila merujuk kembali kepada gugatan yang diajukan, penggugat tidak mengajukan 
pemberian nafkah mut’ah kepada dirinya, melainkan mencabut posita dan petitum 
dalam gugatannya mengenai pemberian nafkah anak. 
                                                           
11 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA Mrs. 
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Dan berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akibat 
putusnya perkawinan terjadi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 
suami wajib : 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
12
  
 
B.  Nafkah Mut’ah 
1. Pengertian Nafkah Mut’ah 
Kata mut’ah dengan dhammah mim (mut’ah) atau kasrah (mit’ah) akar kata 
dari Al-matta’, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan 
suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna 
dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkannya mahar bagi istri ba’da dukhul 
dan perceraian atas kehendak suami. 
Dalam Islam, mut’ah dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang 
telah diceraikan. Adapun pemberian mut’ah diberikan sesuai dengan kemampuan 
sang suami.
13
 
Dalam hukum positif arti mut’ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi : 
Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa 
benda atau uang dan lainnya. 
 
                                                           
12 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, h. 45. 
13 Sitti Zulaekah,  Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015) (Semarang : UIN Walisongo,2017), h. 37. 
Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, Fiqh 
Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak, h. 207. 
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Menurut Husein Bahreisjh sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono 
ditegaskan bahwa seorang istri yang telah dicerai berhak menerima hadiah perceraian 
dengan cara yang pantas, sebagaimana dalam Firman Allah dalam                           
Surat Al-Baqarah :2/241. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dapat dibatasi 
disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.
14
 
2. Dasar Hukum Mut’ah 
Mut’ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik 
berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut’ah berarti pesangon yang 
diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian. Dasar hukum mut’ah diatur 
dalam hukum Islam dan hukum positif. 
Dasar hukum mut’ah menurut hukum Islam diatur dalam                              
Qs. Al-Baqarah : 2/241 : 
                       
Terjemahnya:  
Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapatkan mut’ah  dengan cara yang 
patut, sebagaimana suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang 
bertakwa.
15
 
 
Ayat diatas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan mut’ah 
setelah nafkah iddah habis. Tujuan pemberian mut’ah suami kepada mantan istrinya 
adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati 
                                                           
14 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 2001),  h. 227. 
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Mushaf Al-Wafa (Surabaya : Halim 
Publishing & Distributing, 2009), h. 39. 
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istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.
16
 Kewajiban 
memberikan nafkah istri yang telah diceraikan tidak membatasi masa pemberian 
nafkah. 
Mut’ah juga diatur dalam hukum psotif sebagaimana dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat : 
1. Belum ditetapkan mahar bagi istri bakda dukhul. 
2. Perceraian itu atas kehendak suami. 
Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian mut’ah terdapat dalam pasal 
149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah : 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 
memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda 
kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
17
 
3. Jumlah Pemberian Nafkah Mut’ah 
Mengenai ukuran pemberian mut’ah terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
para ulama, yaitu : 
Ulama Hanafiah dan Zahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai ukuran 
yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian (baju kurung, kerudung, dan rangkapan). 
Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mut’ah tidak memiliki ukuran 
tertentu, tetapi di sunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan benda 
                                                           
16 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta  Timur: Prenada Media, 2003), h. 92. 
17 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, h. 45. 
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itu. Ukuran ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz 
berkata: 
Aku berkata kepada Ibnu Umar : beritakan kepadaku tentang mut’ah, ia pun 
memberitakan kepadaku tentang ukuran mut’ah dan aku orang yang 
dimudahkan. Ia berkata : berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan 
berikan pakaian begini, Abu Majlaz berkata : Cukuplah, aku dapati kira-kira 
seharga 30 dirham.
18
 
 
Ulama Hambali berpendapat bahwa mut’ah yang paling tinggi diberi 
pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian 
yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Diaman ukuran mut’ah 
tidak diterangkan dalam syara’. Mut’ah berada diantara sesuatu yang membutuhkan 
ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang 
memerlukan ijtihad. Ukuran nafkah mut’ah berbeda sesuai dengan perbedaan zaman 
dan tempat. Mut’ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak 
pada zaman lain. Demikian juga mut’ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak 
layak ditempat lain. 
Pendapat yang lebih konseptual bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran 
mut’ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya 
atau miskin, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah : 2/236: 
                                                           
18
Taufik Mubarok, Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul 
(Analisis Surat Al-Baqarah ayat 236 dalam Kitab Al-Misbah), (Semarang : IAIN Walisongo,2009), h. 
6. 
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                                 
                              
 
Terjemahnya: 
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum 
kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah 
kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan 
bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan 
cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan.
19
 
 
 Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa wanita-wanita yang dijatuhi talak 
suaminya setelah dicampuri, berhak mendapat harta sebagai penghibur diri. Harta itu 
diberikan dengan cara yang terbaik dengan melihat kondisi finansial suami, karena 
hal itu merupakan konsekuensi ketakwaan dan keimanan. Melalui ayat tersebut juga 
dapat dijadikan sebagai dasar hukum ukuran pemberian nafkah mut’ah kepada suami 
dengan mempertimbangkan beberapa aspek. 
Sedangkan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Qs.Al-
Baqarah:236 menafsirkan ayat ini bahwa suami tidak berkewajiban untuk membayar 
mahar itu disebabkan karena ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan qabla 
dukhul dan mahar belum pula ditentukan seberapa besar kecilnya. Namun alangkah 
sungguh bijaksana jika suami memberi nafkah mut’ah kepada istrinya, sebagai ganti 
rugi karena dengan peceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat 
                                                           
19
Ahmad Budiyanto, Mushaf Terjemah Arti Per Kata Dan Translitasi Tajwid ( Klaten : Tim 
CV Sahabat, 2000), h. 38. 
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menyakiti hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. 
Pemberian tersebut sebagai ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap 
bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya meskipun tanpa ikatan perkawinan, 
yang jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami. Dan mut’ah itu sendiri 
adalah nama suatu pemberian sesuatu dari suami kepada istrinya sewaktu ia 
menceraikannya. Pemberian itu diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi 
dengan kehendak suami, tetapi jika perceraian itu terjadi dengan kehendak istrinya 
maka pemberian itu tidak wajib. Banyak jumlah pemberian itu menurut keridhaan 
keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami-istri, sebaik-baiknya jangan 
sampai kurang dari seperdua mahar.
20
 
Dari terjemahan Muhammad Quraish Shihab tersebut kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa pemberian nafkah mut’ah kepada istri yang diceraikan merupakan 
sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikannya. Sedangkan perceraian yang 
terjadi karena kehendak istri, maka nafkah mut’ah itu bukan menjadi sebuah 
kewajiban. Akan tetapi, nafkah mut’ah adalah sebuah bentuk apresiasi dan 
penghormatan kepada bekas istri, yang apabila diberikan menjadi sebuah 
kebijaksanaan dalam rangka memelihara silaturahmi antara kedua belah pihak, dan 
apabila memberikan nafkah yang ukurannya tidak kurang dari seperdua mahar 
tersebut, maka harus diiringi oleh keridhaan dan ikhlas antara kedua belah pihak 
                                                           
20 Taufik Mubarok, Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul 
(Analisis Surat Al-Baqarah ayat 236 dalam Kitab Al-Misbah), (Semarang : IAIN Walisongo, 2009), h. 
6. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian lapangan    
(Field Research). Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan menelaah terhadap data-data. Penelitian 
lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 
yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan, 
namun lebih menekankan kepada kemampuan peneliti.
1
 Jadi peneliti akan 
menekankan pada analisa data dan analisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Maros dalam menjatuhkan pembebanan mut’ah pada perkara cerai gugat 
nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs. 
2. Pendekatan penelitian 
Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, pendekatan 
penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan normatif-empiris yang pada 
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 
adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan normatif-empiris ini lebih 
menekankan kepada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam 
aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 
Kategori pendekatan penelitian yang peneliti anggap sebagai kategori yang sesuai 
                                                           
1 http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian-lapangan (13 Juli 2018). 
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dengan perkara ini adalah kategori Judicial Case Study, yang merupakan pendekatan 
studi kasus hukum yang mengandung unsur konflik didalamnya sehingga melibatkan 
campur tangan pengadilan untuk memberikan putusan.  
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data. Pertama 
adalah data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat dan juga menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian berupa  dasar pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Maros dalam mengadili putusan dan menjatuhi hukuman pembebanan nafkah 
mut’ah pada kasus cerai gugat, dimana data primer ini diperoleh langsung dari 
penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Maros, terkait dengan Putusan 
tersebut. Kedua, data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 
sebagai penunjang data pertama, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
diambil dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, karya ilmiah, surat 
kabar, majalah, internet, dan referensi yang mendukung lainnya. 
4. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah kamera atau 
handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali 
data dari sumber-sumber informasi. 
5. Metode pengumpulan data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil suatu studi 
kasus yang akan diteliti, dalam proses pengumpulan data yang diperoleh langsung 
35 
 
dari Pengadilan Agama Maros tempat diputusnya perkara yang membebankan nafkah 
mut’ah dan sebagai lokasi penelitian yang menjadi pusat pengumpulan data-data 
dalam bentuk pengamatan, wawancara, observasi dan analisis data terhadap fakta-
fakta yang diperoleh dari studi kasus yang kemudian disajikan dalam bentuk 
deskriptif. 
Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu : 
1. Wawancara langsung kepada Majelis Hakim dengan mengajukan 
permohonan izin penelitian di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B 
terhadap perkara tersebut tanpa mengubah redaksi ataupun data yang 
diperoleh langsung pada kegiatan wawancara tersebut. 
2. Observasi dan analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun 
yurisprudensi yang berkaitan dengan tetap berpedoman pada asas-asas 
hukum maupun literatur hukum lainnya dengan mengubah redaksi kata 
sesuai dengan pendapat peneliti. 
6. Teknik pengolahan dan Analisa Data 
1) Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data yang 
diperoleh kemudian diuraikan dan diintreprestasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain : 
a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai judul 
skripsi yang memiliki hubungan relevan. Data yang diambil adalah data 
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yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta ayat-ayat dalam Al-Qur’an 
yang menjelaskan tentang putusnya perkawinan akibat perceraian. 
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penelitian skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukandengan tujuan mendapat data berkualitas dan faktual sesuai dengan 
literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
2) Analisis Data 
Teknis analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan ajalan berkerja 
dengan  data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan  yang  
dapat dikelola,  mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 
yang dipelajari. 
 
 
 
37 
 
B. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros 
Terhadap Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor : 
184/Pdt.G/2017/PA Mrs)” memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros 
dalam memutuskan pembebanan mut’ah kasus cerai gugat 
Nomor:184/Pdt.G/2017/PA Mrs. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Maros 
tentang pembebanan mut’ah akibat cerai gugat. 
2. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi 
ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum acara dan hukum perkawinan di 
Indonesia mengenai analisis dan pertimbangan hakim dalam memberikan 
pembebanan nafkah mut’ah yang disebabkan oleh cerai gugat. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan pertimbangan 
bagi akademisi maupun praktisi. Dari sisi akademis bisa mamberikan pengetahuan 
baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum islam tentang 
perkawinan dan hukum acara perdata. Selain itu penelitian ini diharapkan 
memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama memberikan pemahaman 
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mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
berperkara setelah ikatan perkawinan mereka putus karena perceraian.  
Mengigat kembali bahwa masih banyak masyarakat disekeliling kita yang 
tidak cakap hukum, atau bahkan mereka malu, enggan atau sungkan untuk 
memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki karena beberapa faktor yang 
melatarbelakangi untuk tidak memperjuangkan hak-haknya. Dan salah satunya faktor 
terbesar mereka adalah karena tidak memiliki wawasan yang cukup terhadap hukum 
dan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan. 
Sehingga peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 
bagi pihak-pihak yang berperkara untuk memperoleh kepastian hukum dan 
mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka. 
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BAB IV 
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap 
Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara  Cerai Gugat                                                                    
( Studi Perkara Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs) 
A. Profil Pengadilan Agama Maros Kelas 1B 
Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri 
Agama Nomor 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958. Dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu 
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan eknomi syariah. 
Disamping tugas dan pokok tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki 
fungsi, antara laim sebagai berikut : 
a) Fungsi Mengadili  
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sesuai 
dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
b) Fungsi Pembinaan 
Memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural 
dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknik yudusial, 
administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, 
   
    39 
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kepegawaian, dan pembangunan. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. 
c) Fungsi Pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti 
di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama. Sesuai 
dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 
d) Fungsi Nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta. 
e) Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 
administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan). 
f) Fungsi lainnya 
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lain-lain. 
Pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
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1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros 
Keterangan: 
1) Kecamatan Mandai 
2) Kecamatan Moncongloe 
3) Kecamatan Maros Baru 
4) Kecamatan Marusu 
5) Kecamatan Turikale 
6) Kecamatan Lau 
7) Kecamatan Bontoa 
8) Kecamatan Bantimurung 
9)  Kecamatan Simbang 
10)  Kecamatan Tanralili 
11)  Kecamatan Tompobulu 
12)  Kecamatan Camba 
13)  Kecamatan Cenrana 
14)  Kecamatan Mallawa 
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2. Struktur Organisasi  Pengadilan  Agama Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
Nama Jabatan 
 Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H Ketua 
 Drs. Zainal Farid, S.H.,M. HES. Wakil 
 Drs. Lahiya,S.H, M Hakim 
KETUA 
 
WAKIL KETUA 
PANITERA/SEKRETARIS 
HAKIM HAKIM 
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 
 
KAUR 
UMUM 
KAUR 
KEUANGAN 
 
KAUR 
KEPEGAWAIAN 
PANMUD 
HUKUM 
 
PANMUD 
PERMOHONAN 
PANMUD 
GUGATAN 
PANITERA PENGGANTI JURUSITA PENGGANTI 
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 Hadrawati,S.Ag.,M.HI. Hakim 
 Adhayani Saleng Pegasongan,S.Ag Hakim 
 Muchtaruddin Bahrum,S.HI.,M.H Hakim 
 Rifyal Fachri Tatuhey,S.HI. Hakim 
 Deni Irawan,S.HI,M.Si Hakim 
 Nasruddin, S. Sos. S. H., M. H  Panitera/Sekretaris 
 Dr.Yusran S.Ag.M.H Sekretaris 
 Muh. Tang  Wakil panitera 
 Dra. Mashunadiah H. Panitera Muda Permohonan 
 Mas'ud Taiyep Paniera Muda Hukum 
 St. Munirah, D, S. HI. Panitera Muda Gugatan 
 Mukarramah, S. HI. Kaur Keuangan 
 Umar Lanna, S. H. Kaur Kepegawaian 
 Sitti Harsani,S.Kom Kasubag Perencanaan, IT & 
Pelaporan 
 Dra.Haerana Panitera Pengganti 
 
 
 
44 
 
 
 
 Hj. Marlina, S. H. Panitera Pengganti 
 Dra. St. Syahribulan Panitera Pengganti 
 Hj. Niar, S. Ag. Panitera Pengganti 
 Andi Rostini, BA. Panitera Pengganti 
 Hj. Haderah Panitera Pengganti 
 Syarifuddin L. Panitera Pengganti 
 Nur Qalbi Patawari, S. Ag Panitera Pengganti 
 Drs. H.Syarifuddin. Panitera Pengganti 
 Muh. Arfah,S.H Panitera Pengganti 
 Khaerawati,S.Ag Panitera Pengganti 
 Surahmawati,S.H Panitera Pengganti 
 Ambo Angka, S. H. Panitera Pengganti 
 Muhammad Anwar, S. Ag. Jurusita 
 Apollo Jurusita 
 Ramdan Mawardi, S. Sos. I. Jurusita Pengganti 
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 Muh. Fajar Arief, S. H. Jurusita Pengganti 
 St. Lisdawati Juddah, S. HI. Jurusita Pengganti 
 Rasdianah,S.H Staff 
 Firmansyah,S.Pd Sopir 
 Zainuddin Satpam 
 Supriadi Sopir 
 Baharuddin Satpam 
 Hasruddin,S.HI Pramubakti 
 Muhammad Yunus Martan,S.Kom Pramubakti 
 Hamdani,SE Pramubakti 
 Rasdianah,S.HI Pramubakti 
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B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap 
Pembebanan Nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat   
Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya 
dan mengharapkan adanya kepastian hukum yang diperoleh setelah perkara mereka 
melewati proses yang cukup panjang seperti proses pengajuan gugatan penggugat, 
jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan 
yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat setelah pihak-pihak yang berperkara 
sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka pada saat itulah tiba waktu untuk 
Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. 
Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian 
hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil 
Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara 
yang sebenarnya dan mempertimbangkan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik 
peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang menjadi 
landasan seorang hakim memutuskan perkara yang dihadapi. 
Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. 
Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan 
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yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di 
persidangan.
1
  
 Dalam memutuskan perkara Majelis Hakim wajib mencukupkan semua 
alasan-alasan hukum yang setiap putusan tersebut tertulis yang harus ditandatangani 
oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan 
memutus perkara serta panitera pengganti yang memeriksa perkara tersebut. Dan 
berkaitan dengan pembebanan nafkah mut’ah terhadap perkara cerai gugat nomor : 
184/Pdt.G/2017/PA Mrs tersebut Majelis Hakim telah memberi putusan yang telah 
diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang menyelesaikan 
atau mengakhiri perkara tersebut yang amar putusannya adalah : 
MENGADILI 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap ke Persidangan tidak hadir. 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. 
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (WU bin AK terhadap Penggugat 
(ERN bin A). 
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama KecamatanMaros Baru, Kabupaten Maros di tempat 
                                                           
1 Moh. Taufik Makarano, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,h.167. 
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perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman 
Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya, Kota Makassar ditempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam 
daftar yang disediakan untuk itu. 
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah                       
Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). 
Dalam putusan yang dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada 
Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M, bertepatan dengan tangga 7 Dzulkaiddah 1438 H 
tersebut telah menjatuhkan putusan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan 
nafkah mut’ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta 
rupiah) melalui beberapa alasan-alasan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim yang 
akan peneliti analisis pembebanan nafkah mut’ah berdasarkan putusan nomor : 
184/Pdt.G/2017/PA Mrs tersebut. 
- Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros 
Dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan                     
nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs Majelis Hakim telah menguraikan beberapa alasan 
hukum dan pertimbangan diantaranya adalah : 
Bahwa  perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan tentang 
Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 termasuk dalam lingkup kewenangan 
absolut Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 
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dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh dan ekonomi 
syariah.
2
 
Dimana hal tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan Pengadilan Agama 
Maros untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut 
yang berada pada wilayah kewenangan absolut Pengadilan Agama yang 
berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan termasuk kedalam wilayah 
hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga perkara tersebut memang harus 
didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros. 
Bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak 
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 
atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan 
ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan 
demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa 
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat. 
 Sehingga karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat 
dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai 
sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali 
                                                           
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49, h. 15. 
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dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak 
berhasil. 
 Kemudian dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Pengggat, Penggugat 
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan 
rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan 
tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat 
dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai 
sekarang. 
Dan Majelis Hakim mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan 
alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, 
dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai 
didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan 
dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun kembali.  
Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam 
persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-
dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang 
dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas 
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larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih 
dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu,  Penggugat tetap dibebani wajib 
bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi 
keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yaitu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang 
terdekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam persidangan Pemeriksaan Saksi 
Majelis Hakim menguraian pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah 
dalam perkara ini adalah : 
 “Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara 
dengan wanita lain, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering 
marah-marah dan tidak memberikan perhatian yang wajar sehingga 
Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 
2016 sampai sekarang”? 
Dengan mempertimbangkan bukti-bukti penggugat mengenai pokok 
gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum 
penggugat dan tergugat dimana  penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan 
akta nikah, dimana bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara 
penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat 
52 
 
 
 
sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, 
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang 
bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat 
bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht). 
Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri 
sah, yang memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertidak 
sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.. 
Kemudian penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang 
terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai 
saksi dalam perkara tersebut, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah 
sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi 
keterangan saksi-saksi tersebut. 
Dalam proses pembuktian kedua orang saksi penggugat memberikan 
keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari 
pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan 
sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan 
menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat perihal keadaan rumah tangga penggugat 
yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan 
akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi 
keterangan perihal fakta hubungan penggugat dan tergugat selama pisah tempat 
tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan 
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demikian mengacu pada ketentuan pasal 307 s.d. 309 R.Bg., Majelis Hakim 
memutuskan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material 
pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan 
keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti. 
 Berdasarkan pertimbangan di muka pengadilan Majelis Hakim menetapkan 
fakta-fakta dalam perkara tersebut, adalah : 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. 
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, 
tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak. 
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah sering 
berselisih dan bertengkar perihal Tergugat mengkonsumsi narkoba, menjalin 
hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata-kata kasar. 
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 
sampai sekarang. 
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah 
lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat 
tidak lagi menafkahi Penggugat. 
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat 
Penggugat, namun tidak berhasil. 
 Berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim 
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. 
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Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal 
dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya 
disharmoni tersebut. 
Terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang 
cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, 
perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali 
perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami 
sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di 
kemudian hari dapat diatasi dengan baik. 
Akan tetapi menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat 
menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat 
terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, 
terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan 
bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat. 
Kemudian dari beberapa bukti dan keterangan saksi yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim untuk membuktikan kualitas materil perselisihan yang 
mengakibatkan sang istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maros, 
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ditemukan alasan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat 
yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari suatu pertengkaran yang 
terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan buruk Tergugat yakni 
mengkonsumi narkoba, menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sering 
berkata-kata kasar kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut 
bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya 
bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula 
keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama. 
Akan tetapi, dalam persidangan tersebut tidak ditemukan satupun fakta bahwa 
Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih 
pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang 
menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, 
melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam 
keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera 
mengakhir perselisihan dan pertengkaran tersebut. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan 
dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, 
Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan 
perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat 
menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya 
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dengan Penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1989 yaitu: 
Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan 
bahwa permohonan tersebut dikabulkan.  
Sehingga sikap Tergugat tersebut oleh Pengadilan dinilai sebagai wujud 
keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya .Upaya 
damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan 
Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali 
persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil. 
Sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga yang 
sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri 
sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya 
pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan 
bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun 
kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara 
Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat 
dirukunkan lagi. 
Dengan pertimbangan di tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan 
Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung 
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dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Dimana jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk 
merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan 
perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (brokendown marriage). Karena itu, 
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam 
suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat 
diwujudkan lagi. Dengan harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut 
tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat 
baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh 
karena itu, Majelis Hakim memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih 
bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa’idul 
fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. 
Berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat untuk 
bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan 
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan 
dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra. 
Berkaitan dengan amar putusan hakim yang menghukum Tergugat untuk 
memberikan mut’ah sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat 
dijelaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, yang kemudian 
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Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan suami untuk menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri, meskipun tanpa tuntutan dari Penggugat 
Secara ex officio dalam hal ini memiliki pengertian “karena jabatannya”. Dari 
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak ex officio hakim adalah hak yang ada 
pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan 
bagi masyarakat. Sedangkan ex officio menurut Sudarsono dalam kamus hukum 
berarti karena jabatan
3
. Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak 
diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat 
maupun tergugat. Sehingga persoalan bahwa penggugat telah mencabut salah satu 
posita mengenai nafkah anak yang tercantum dalam surat gugatannya, namun hakim 
dengan hak ex officionya memiliki kewenangan yang dimiliki oleh jabatan salah 
satunya untuk memutus sesuatu yang tidak ada dalam surat gugatan, yakni 
memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menghukum Tergugat 
memberikan nafkah mut’ah sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
Akan tetapi dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam digariskan 
bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi 
mut’ah yang layak kepada bekas istri. Makna talak dalam pasal 117 Kompilasi 
Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama. Kemudian 
dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa mut’ah wajib 
diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. 
                                                           
3 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992),h. 121. 
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Dengan pertimbangan aturan tersebut yang mengatakan bahwa mut’ah 
diberikan hanya bila suami yang mengajukan cerai, berdasar pada salah satu alasan 
bahwa jika istri yang mengajukan cerai dianggap nuzyus sehingga tidak berhak untuk 
mendapatkan hak-haknya. Namun Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan cerai 
yang diajukan istri yaitu berdasarkan pada kesalahan suami. Dengan beberapa hal 
yang telah dialami seperti menderita berkali-kali yakni pertama, dengan disakiti oleh 
suami. Kedua, gugatan cerai dibiayai oleh istri dan ketiga, hak-haknya terhapus 
sebagai istri yg dizalimi. Rentetan penderitaan istri tersebut tidak memenuhi rasa 
keadilan.  
Sehingga dengan dasar keadilan, aturan pasal 149 (a) dan 158 Kompilasi 
Hukum Islam dalam perkara ini tidak  dapat diterapkan. Oleh karena fakta-fakta 
hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa penyebab utama perselisihan antara 
penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan 
wanita lain, sering mengkonsumsi narkoba dan tergugat sering berkata-kata kasar. 
Hal ini bermakna bahwa tergugat menciptakan kondisi dimana penggugat terdesak 
dan terpaksa untuk mengajukan perceraian di pengadilan terlebih sejak bulan Juli 
2016 tergugat tidak serumah lagi dengan penggugat. Oleh karena itu, kondisi yang 
diciptakan tergugat tersebut dapat dimaknai bahwa tergugat juga menginginkan 
perceraian. 
 Selain itu kebiasan-kebiasan buruk tergugat menimbulkan tekanan psikologis 
kepada penggugat sehingga membuyarkan rencana suci bahtera rumah tangga yang 
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telah dibangun dan dijalani bersama antara penggugat dan tergugat selama bertahun-
tahun dan kini harus memulai dengan kehidupan baru sebagai janda.  Sehingga 
berdasar pada keadilan, hak-hak penggugat akibat dari perceraian patut untuk 
dipenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepada tergugat untuk 
memberikan mut’ah kepada penggugat. 
Meninjau kembali Pasal 149 yang membahas mengenai nuzyus, Majelis 
Hakim dalam memerika perkara tersebut tidak menemukan bukti bahwa sang istri 
terbukti nusyuz, justru Tergugat yang menyakiti hati penggugat dengan menjalin 
hubungan asmara dengan wanita lain dan mengkonsumsi narkoba serta sering 
berkata-kata kasar kepada penggugat. 
Mengenai besarnya mut’ah yang  dijatuhkan kepada pihak tergugat, harus di 
sesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, dari segi kepatutan majelis 
berpendapat bahwa tergugat  patut dibebani kewajiban membayar mut’ah kepada 
penggugat karena sesungguhnya penggugat tidak membuat kesalahan sama sekali 
justru tergugat yang memicu perselisihan dan pertengkaran karena menjalin 
hubungan dengan wanita lain, selain itu tergugat sebagai anggota POLRI,  yang 
memiliki penghasilan perbulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan lauk pauk dan 
tunjangan kinerja (remunerasi), maka berdasar pada pasal 41 (c) Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum 
Tergugat untuk menyerahkan mut’ah kepada penggugat berupa uang sejumlah        
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
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- Analisis Jumlah Pemberian Nafkah Mut’ah 
Pemberian nafkah mut’ah merupakan perintah Allah Swt kepada para suami 
agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip imsak bil ma’rufaw tasribu bi ihsan 
yang berarti bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau 
melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan
4
. Anjuran ini memiliki tujuan apabila 
ikatan perkawinan putus, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya 
harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan nafkah mut’ah. 
Pemberian nafkah mut’ah tersebut harus disertai dengan rasa ikhlas dan sopan tanpa 
menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. 
Untuk menetapkan berapa jumlah nafkah mut’ah yang harus diberikan oleh 
tergugat kepada penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan nilai 
kepatutan dan kelayakan serta mempertimbangkan berapa lama penggugat dan 
tergugat membina rumah tangga, dan disesuaikan pula dengan kemampuan atau 
penghasilan tergugat sebagai salah satu anggota POLRI yang diasumsikan memiliki 
penghasilan yang cukup setara atau bahkan lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil 
Golongan IV/b, serta memiliki tunjangan remunerasi setiap bulan atas profesi yang 
dimiliki. 
Dalam Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Maros termuat beberapa 
pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada tergugat untuk memberikan 
                                                           
4 http:?/syariah.uin-malang.ac.id/index.php/pimpinan-dosen-dan-staf/113-skripsi-al-ahwal-
al-syakhsiyyah/508-kebijakan-hakim-pengadilan-agama-probolinggo-dalam-menetapkan-
pembayaran-nafkah-iddah-dan-mut-ah-terhadap-istri-sebelum-ikrar-talak#ftn3, diakses pada tanggal 
10 Juli 2018, pukul 21.30 Wita 
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nafkah mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada 
penguggat. Jumlah yang diperhitungkan tersebut ialah ½ (satu perdua) melalui asumsi 
bahwa gaji pokok yang dimiliki setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00,- 
dengan maksimal 10 bulan, sejumlah 10 x Rp. 2.500.000.00,- = Rp. 25. 000.000.00,- 
(dua puluh lima juta rupiah) sebagai nafkah mut’ah yang harus dibayarkan kepada 
penggugat. 
Selain itu Majelis hakim dalam memperhitungkan ukuran pemberian mut’ah 
juga mempertimbangkan gaya hidup bekas istri, dalam perkara ini hakim menilai 
bahwa bekas istri terbiasa dengan gaya hidup yang mencukupi maka perlu tinjau 
kembali ukuran pemberian mut’ah tersebut dengan gaya hidup bekas istri dan 
kemampuan bekas suami dalam memenuhi nafkah tersebut. 
Dalam perkara ini Majelis Hakim sebagai aparatur Negara dan berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memandang bahwa sekalipun ketentuan 
pasal 41 huruf (c) mengamanatkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada 
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri setelah di 
ceraikan dalam bentuk nafkah hadhanah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah 
madyah apabila perceraian terjadi karena talak. 
Akan tetapi dalam perkara cerai gugat ini hakim memberikan putusan dan 
menghukum tergugat untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat, hal ini 
merupakan sebuah ijtihad majelis hakim dan merupakan sebuah kebijakan sebagai 
langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak istri yang seharusnya 
di penuhi oleh suami. Ijtihad hakim Pengadilan Agama Maros ini diperbolehkan 
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dalam hukum islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil 
kesimpulan dan menetapkan hukum.  
Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum yaitu teori etis yang 
semata-mata mengedapankan keadilan. Hal ini berdasar pada bukti-bukti yang 
diperoleh selama persidangan bahwa tergugatlah yang menyebabkan kondisi rumah 
tangga antara penggugat dan tergugat mengalami perselisihan, dan penggugat yang 
telah mengalami kesulitan secara financial karena harus menafkahi buah hati dari 
perkawinan tersebut, dan menderita berkali-kali karena tergugat meninggalkan 
penggugat dan memiliki hubungan dengan wanita lain. Maka berdasarkan hal-hal 
yang telah dialami oleh penggugat, maka sudah sangat etis ketika Majelis Hakim 
menghukum tergugat untuk membayar nafkah mut’ah sebagai bentuk penghargaan 
kepada bekas istri yang tidak terbukti nusyuz selama persidangan. 
Hal itu juga berdasar pada sebuah asas Ilustitia est constans et perpetura ius 
suum ciue tribuere yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi 
bagian atau haknya.
5
 Langkah ini juga membuktikan bahwa tugas hakim bukan hanya 
mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan 
menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di 
masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memberikan pemahaman kepada 
masyarakat yang tidak cakap hukum, untuk mengetahui hak-hak apa saja yang ia 
miliki, terutama kepada istri-istri yang diceraikan oleh suaminya yang berhak 
                                                           
5 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung : PT Refika Aditama, 2003). 
H. 24 
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mendapatkan biaya penghidupan, mengingat kembali bahwa banyak masyarakat  
yang tidak cakap hukum dan mengerti bahwa mereka  memiliki hak-hak yang harus 
diperjuangkan guna menciptakan keadilan, dan kepastian serta kemanfaatan hukum. 
C. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Maros 
Eksesusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada 
pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan atau tata cara lanjutan 
dari proses pemeriksaan perkara, eksekusi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan 
putusan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. 
Berkaitan dengan perkara cerai gugat ini, maka peneliti berupaya untuk menganalisis 
dan melakukan pemeriksaan terhadap putusan majelis hakim yang memerintahkan 
untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat sebagai bentuk pelaksanaan 
terhadap putusan tersebut. 
Pada prinsipnya hanya putusan yang memeroleh kekuatan hukum yang tetap 
(in kracht van gewijsde) yang dapat dieksekusi seperti : 
- Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. 
- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung 
wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. 
- Disebabkan karena hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah 
tetap dan pasti, maka hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi 
oleh pihak yang dihukum (tergugat). 
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- Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang tetapkan dalam amar 
putusan yang telah memeroleh kekuatan hukum yang tepat ialah dapat 
dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat dan bila enggan dijalankan 
putusan secara “sukarela” hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan 
harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan jalan bantuan “kekuatan umum”. 
Dalam penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa eksekusi merupakan 
tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna 
menjalankan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap. Pada 
prinsipnya, apabila putusan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka 
putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain bahwa selama putusan belum 
memeroleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi tersebut belum 
berfungsi.  Eksekusi baru memiliki tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung 
sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat 
tidak mau menepati dan memenuhi putusan secara sukarela. 
Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Maros 
Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Maros yang menghukum tergugat untuk memberikan 
nafkah mut’ah sejumlah Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada 
penggugat ini merupakan jenis putusan yang bersifat condemnatoir dan konstitutif. 
Dalam amar putusan Majelis Hakim yang memuat beberapa jenis putusan sebagai 
berikut : 
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“Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (WU bin AK terhadap Penggugat 
(ER bin A).” 
 
Dalam amar putusan tersebut, hakim secara tegas menyatakan bahwa telah 
terjadi peceraian antara penggugat dan tergugat dengan jatuhnya talak ba’in shugra, 
sehingga menurut jenis putusan ini merupakan jenis putusan yang bersifat konstitutif. 
Dimana jenis putusan ini merupakan jenis putusan yang amarnya menyatakan suatu 
keadaan baru. Putusan  tersebut menyatakan ikatan antara penggugat dan tergugat 
putus karena perceraian.  
Sehingga pelaksanaan terhadap putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai 
eksekusi yang mengharuskan tergugat untuk memenuhinya secara sukarela, 
mengingat kembali bahwa eksekusi atau pelaksanaan terhadap putusan itu pada 
prinsipnya merupakan tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan. Akan 
tetapi, arti sebuah putusan hakim itu merupakan sebuah hal terpenting untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang dihadapi. 
 Sehingga dalam amar putusan tersebut hakim kemudian memerintahkan 
kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat 
dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 
ditempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 
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Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan 
sebuah upaya pelaksanaan terhadap perkara yang dihadapi, dengan memberikan 
“kepastian hukum” kepada penggugat dan tergugat bahwa ikatan perkawinan tersebut 
putus karena perceraian, sehingga perlu untuk dilaporkan kembali kepada Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Akan tetapi putusan tersebut tidak menuntut 
tergugat untuk mentaatinya, sebab eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan 
hukum tetap itu dilaksanakan apabila putusan tersebut merupakan jenis putusan 
condemnatoir, sedangkan amar atau diktum putusan tersebut menegaskan bahwa 
hubungan hukum antara penguggat dan tergugat sebagai suami istri telah putus 
karena perceraian, sehingga perlu dilaporkan untuk mendapatkan akta perceraian agar 
tidak timbul masalah baru yang akan terjadi di kemudian hari. 
  Akan tetapi putusan hakim nomor 184/Pdt.G/2017/PA Maros ini memuat 
putusan menyatakan bahwa : 
”Menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat 
sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” 
 
 Amar putusan poin ke-empat ini merupakan jenis putusan yang bersifat 
condemnatoir. Dimana putusan ini merupakan putusan yang bersifat menghukum 
tergugat (pihak yang dikalahkan) untuk memenuhi sejumlah prestasi, dalam hal ini 
memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat sebesar Rp.25.000.000.00,- (dua puluh 
lima juta rupiah). Jenis putusan ini merupakan jenis putusan yang bisa dijalankan 
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eksekusi, dimana amar atau diktum putusan tersebut mengandung unsur 
“penghukuman” kepada tergugat. 
Sehingga dalam pelaksanaan putusan ini, hal-hal yang harus ditaati oleh 
tergugat sebagai bentuk eksekusi terhadap putusan tersebut adalah memberikan 
sejumlah uang kepada penggugat sebagai bentuk penghargaan atas ketaatannya 
sebagai istri. Akan tetapi pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat diketahui secara 
jelas apakah tergugat memberikan sejumlah uang tersebut kepada penggugat, sebab 
pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan menjalankan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, merupakan pilihan hukum apabila pihak tergugat 
tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan tersebut. 
Apabila tergugat telah melaksanakan dan menjalankan isi putusan tersebut 
untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat secara “sukarela”, dimana 
makna “sukarela” disini adalah “memberikan secara ikhlas tanpa adanya paksaan” 
maka apabila nafkah tersebut telah diterima oleh penggugat, dan yang dapat 
memastikan apakah nafkah tersebut dipenuhi atau tidak hanya penggugat dan 
tergugat lah yang mengetahui. Sehingga peneliti tidak menemukan bukti secara 
otentik yang memenuhi syarat formal dan material yang bernilai sempurna (volledig 
bewijskracht) dan memberikan penjelasan bahwa nafkah tersebut telah diberikan, 
oleh karena tergugat dengan sukarela menjalankan isi putusan kepada pihak 
penggugat, berarti isi putusan telah selesai dijalankan. Dengan dijalankan isi putusan 
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tersebut, maka sudah tidak perlu dilakukan tindakan paksa kepadanya, dalam hal ini 
tidak dapat dieksekusi. 
Sementara apabila tergugat tidak menaati isi putusan untuk memberikan 
nafkah mut’ah tersebut kepada penggugat, maka berfungsilah eksekusi pada suatu 
perkara tersebut. Apabila tergugat tidak menjalankan pemenuhan terhadap putusan 
tersebut secara sukarela, dan keengganan tergugat menaati putusan tersebut maka 
akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan secara “paksa” yang disebut 
dengan “eksekusi”, dan pihak penggugat dapat mengajukan keberatan dan menuntut 
haknya yang belum terpenuhi. 
Untuk menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak 
perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau kasasi. Sekalipun suatu perkara 
melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi factor dalam 
menentukan kewenangan eksekusi. Satu-satunya factor penentu kewenangan eksekusi 
semata-mata didasarkan kepada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat 
pertama. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama adalah 
pengadilan yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang 
bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan kewajiban untuk melimpahkan delegasi 
eksekusi kepada pengadilan yang lain.
6
 
                                                           
6 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : PT 
Gramedia,1988), h.16. 
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Maka sesuai dengan ketentuan pasa 195 Ayat 1 RBG atau pasal 206 Ayat 2 
RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan 
kepada instansi peradilan tingkat pertama, sehingga apabila pihak tergugat tidak 
menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat dan 
penggugat merasa keberatan akan hal tersebut, maka penggugat dapat mengajukan 
eksekusi kepada tergugat di pengadilan mana ia mengajukan gugatan, dan di 
pengadilan mana perkara itu diperiksa dan di putus pada tingkat pertama, dalam hal 
ini Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.  
Untuk menjalankan eksekusi putusan pengadilan maka kewenangan itu secara 
formal berada di tangan Ketua Pengadilan Agama yang diberi wewenang untuk 
memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan Ketua 
Pengadilan Agama memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan 
formal secara ex officio, dan perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan dalam 
bentuk “surat penetapan” dan yang diperintahkan untuk menjalankan eksekusi ialah 
panitera atau jurusita di Pengadilan tersebut. 
Maka dapat diartikan bahwa eksekusi secara nyata dijalankan oleh panitera 
dan jurusita berdasar perintah Ketua Pengadilan yang tertuang dalam bentuk “surat 
penetapan”. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang 
bertujuan memberikan penegakan dan kepastian hukum pada suatu pihak, serta 
penanggungjawaban yeng jelas pada pihak lain. Karena dengan adanya eksekusi yang 
dijalankan oleh panitera atau jurusita dengan adanya surat penetapan yang 
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memberikan kepastian hukum tersebut memberikan kemudahan bagi Ketua 
Pengadilan untuk mengawasi apakah eksekusi tersebut dijalankan sesuai dengan 
perintah dan surat penetapan dari Ketua Pengadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan analisis perundangan-undangan 
pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Peneliti sepakat dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara cerai gugat dengan menjatuhkan hukuman kepada tergugat 
untuk memberikan nafkah mut’ah kepada penggugat, dapat dijelaskan pada 
ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri, yang kemudian Majelis 
Hakim secara ex officio dapat mewajibkan suami untuk menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas istri, meskipun tidak ada tuntutan dari penggugat 
Berkaitan dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan 
bahwa apabila perkawinan putus karena kehendak suami dalam hal ini cerai 
talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas istri. 
Sementara dalam perkara ini perceraian terjadi atas dasar kehendak istri yang 
mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Maros, sehingga untuk 
memberikan putusan dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah 
mut’ah kepada penggugat sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
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dibutuhkan beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim untuk 
memberikan putusan tersebut.  
2. Pelaksanaan Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs yang telah diucapkan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2017 yang 
bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaiddah 1438 H, maka Majelis hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut memerintahkan kepada Panitera 
Pengganti Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros di tempat perkawinan 
penggugat dan tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman penggugat serta 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota 
Makassar ditempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia 
sebagai upaya untuk menjalankan putusan majelis hakim dan memberikan 
kepastian hukum kepada penggugat dan tergugat bahwa ikatan perkawinannya 
telah putus karena perceraian. 
Sementara pelaksanaan putusan yang menghukum tergugat untuk memberikan 
nafkah mut’ah sebesar Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada 
penggugat, tidak diketahui secara rinci apakah telah dilaksanakan oleh tergugat. 
Sebab pada prinsipnya pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagai tindakan paksa 
menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru 
merupakan pilihan hukum apabila tergugat tidak mau menjalankan atau 
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memenuhi putusan secara sukarela, sehingga peneliti tidak menemukan bukti 
otentik yang mengatakan bahwa tergugat telah menunaikan kewajibannya. 
Dalam hal menjalankan putusan sukarela ini pihak Pengadilan Agama Maros 
tidak ikut mengambil andil dalam upaya pelaksanaan putusan yang bersifat 
condemnatoir tersebut. Sehingga Pengadilan Agama Maros pun tidak 
mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan putusan tersebut. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, terdapat 
beberapa kekurangan dalam upaya menjalankan putusan                               
nomor : 184/Pdt.G/2017/PA Mrs yang telah memberikan hukuman kepada 
suami untuk memberikan nafkah mut’ah sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua 
puluh lima juta rupiah ini), tidak ditemui bukti secara formal dan materil atau 
akta otentik yang bernilai sempurna sebagai bukti ketaatan tergugat untuk 
memenuhi dan menjalankan tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak 
adanya ketentuan undang-undang atau aturan tata cara pemenuhan putusan 
secara sukarela. Undang-undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan 
putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan seperti inilah yang kemudian 
sering dijumpai dalam berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela 
yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Ada sementara 
pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan putusan secara 
sukarela, dan adapula pengadilan yang ikut mengambil peran dalam 
menyelesaikan administrasi yustisial dalam pemenuhan putusan secara 
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sukarela. Sehingga melalui penelitian ini peneliti berharap kepada Pengadilan 
tingkat pertama yang telah diberikan kewenangan untuk mengawal 
terlaksananya pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi), juga mengambil 
peran dalam menyelesaikan administrasi yustisial dalam pelaksanaan putusan 
secara sukarela. Hal tersebut peneliti anggap bukan hanya sebagai pemenuhan 
hak dan tanggungjawab, maupun memberikan kepastian hukum kepada pihak-
pihak yang berperkara. Akan tetapi, juga memberikan manfaat terhadap 
pelaksanaan putusan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa 
yang akan datang. Sehingga saran yang peneliti ajukan melalui buku “Ruang 
Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” oleh M. Yahya Harahap 
adalah seharusnya Ketua Pengadilan melalui jurusita membuat berita acara 
pemenuhan putusan secara sukarela yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi 
yang dilakukan di lapangan atau di tempat pemenuhan putusan itu dilakukan, 
dan berita acara tersebut ditandatangani oleh jurusita, para saksi dan pihak-
pihak yang berperkara. Sehingga pelaksanaan putusan secara sukarela itu 
dapat memenuhi kepastian hukum pada satu pihak, dan memenuhi 
administrasi yustisial pihak lain
1
, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum 
itu sendiri dapat tercapai.  
 
 
                                                           
1 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h. 10. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Tutut Mawardiani, lahir di Sumber Agung 13 November 1996 silam,
saya adalah putri kedua dari pasangan bapak Saryono dan ibu
Murtiatun. Saya menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di
SMAN 1 Kalaena yang sekarang menjadi SMAN 9 Luwu Timur di
usia 17 tahun. Seperti siswa pada umumnya yang masih memiliki
semangat dan suka mengeksplor kemampuan diri dan juga sibuk dengan tugas-tugas
sekolah, saya juga menghabiskan masa sekolah dengan aktif di beberapa organisasi
seperti Osis SMAN 1 Kalaena, Palang Merah Remaja, Pramuka dan Marching Band.
Ketika lulus bangku sekolah menengah atas, saya memutuskan untuk masuk
jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar. Semasa kuliah saya disibukkan dengan aktivitas baru saya sebagai
mahasiswa dan juga aktif disebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada
peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat khususnya pelajar, pemuda dan
mahasiswa dari daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber insani pembangunan
nasional dimasa yang akan datang.
Lembaga swadaya masyarakat tersebut adalah Institute Of Community
Development atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan iNstyd. Sejak awal
mengabdikan diri di lembaga tersebut, saya sudah melewati banyak proses
didalamnya, seperti menjadi Support Organizing Committee pada kegiatan Learning
Camp SBMPTN tahun 2015, Organizing Committee devisi Administrasi pada
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Karantina SBMPTN 2016, Steering Committee Karantina SBMPTN dan persiapan
masuk Perguruan Tinggi Negeri 2017. Selain kegiatan diluar kampus tersebut, saya
juga aktif pada sebuah organisasi kampus yaitu Ukm Olahraga Cabang Olahraga
Basket sejak tahun 2015 sampai akhir perkuliahan ini. Melalui beberapa organisasi
tersebut, saya banyak belajar dan mengenal banyak karakter yang berbeda-beda,
sehingga memberikan pengalaman kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih
dewasa dalam menghadapi suatu masalah.
Dalam hidup ini saya memengang teguh prinsip “Syukurilah apa yang telah
kamu miliki, dan janganlah mengeluh atas apa yang tidak kamu miliki”. Prinsip ini
adalah sebuah prinsip yang sangat berarti dalam hidup saya, bukan hanya prinsip
yang saya ingat dalam pikiran, namun prinsip yang senantiasa saya simpan dalam hati
agar selalu menjadi pengingat dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Swt yang di
limpahkan kepada saya, dengan prinsip tersebut pula saya pun lebih menghargai diri
saya sendiri dan hidup dalam penuh kesyukuran dengan apa yang saya miliki.
